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TENTANG

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN
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Menimbang
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TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

1.

KEPALA DESA BANYUKEMBAR,
bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai
wujud dari pengelolaan keuangan desa dilaksanakan
secara terbuka serta bertanggung jawab untuk sebesar-
besarnya kemakmuran masyarakat desa;
bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun
Anggaran 2020 termuat dalam Peraturan Desa tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran
2020, yang disusun sesuai dengan kebutuhan
penyelenggaran pemerintahan desa berdasarkan prinsip:
kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan,
berwawasan lingkungan serta kemandirian sebagai
landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan
pembangunan menuju masyarakat adil, makmur serta
sejahtera;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b maka, perlu
menetapkan Peraturan Desa tentang Laporan
Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa Banyukembar Tahun
Anggaran 2020;
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik



Indonesia Nomor 5495);

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan
Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi
Corona Virus Diseas 2019 (COVID-19) Dan/Atau
Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau
Stabilitas Keuangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah
diubah  beberapa kali terakhir denganPeraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6327);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang
Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6398), sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014
tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014
tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014
tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016
tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016
tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik
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Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018
tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga
Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 569);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020
tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease
2019 (COVID-19) Di Lingkungan Pemerintah Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
249);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal
dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas
Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 14 Tahun 2020
tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan
Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 1129);

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
1700), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia
Nomor 156/PMK.07/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019
tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 1193);

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
101/PMK.07/2020 tentang Penyaluran dan Penggunaan
Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran
2020 untuk mendukung Penanganan Pandemi Corona
Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi
Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 866);

Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang
Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa



16.

17.

18.

19.

20.

21.

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor
1367), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan
Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang
Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
1506);

Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun
2016 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah
Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Wonosobo Nomor 3 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo
Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa
(Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018
Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Wonosobo Nomor 3);

Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun
2016 tentang  Pencalonan, Pengangkatan  Dan
Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah
Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Wonosobo Nomor 4 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo
Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pencalonan, Pengangkatan
Dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah
Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 4);
Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 5 Tahun
2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran
Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 35,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo
Nomor 5);

Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun
2018 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah
Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6);
Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 5 Tahun
2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2020 (Lembaran
Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2019 Nomor 5);
Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 5 Tahun
2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan
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Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran
2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun
2020 Nomor 5);

Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 31 Tahun 2011
tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Pemberdayaan
Masyarakat Desa Di Kabupaten Wonosobo (Berita Daerah
Kabupaten Wonosobo Tahun 2011 Nomor 31);

Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 64 Tahun 2015
tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Di Desa (Berita
Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2015 Nomor 64);
Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 65 Tahun 2015
tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa
(Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2015 Nomor
65);

Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 73 Tahun 2015
tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul
dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten
Wonosobo (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun
2015 Nomor 73);

Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 74 Tahun 2015
tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa
(Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2015 Nomor
74);

Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 25 Tahun 2016
tentang Pedoman Pembentukan Susunan Organisasi dan
Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten
Wonosobo Tahun 2016 Nomor 25);

Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 28 Tahun 2016
tentang Pedoman Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah
Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 28);

Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 41 Tahun 2017
tentang Tata Cara Pemberian Jaminan Sosial Bagi Kepala
Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten
Wonosobo Tahun 2017 Nomor 41);

Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 12 Tahun 2018
tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah
Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2016 tentang
Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten
Wonosobo Tahun 2018 Nomor 12);

Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 13 Tahun 2018
tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah
Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2016 tentang
Pencalonan, Pengangkatan Dan Pemberhentian
Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo
Tahun 2018 Nomor 13);

Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 16 Tahun 2018
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tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah
Kabupaten Wonosobo Nomor 5 Tahun 2018 tentang
Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten
Wonosobo Tahun 2018 Nomor 16);

Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 48 Tahun 2018

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita
Daerah kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 48);
Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 49 Tahun 2019
tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Transfer Ke Desa
Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun
2019 Nomor 52), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 17 Tahun 2020
tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Wonosobo
Nomor 49 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan
Dana Transfer Ke Desa Tahun 2020 (Berita Daerah
Kabupaten Wonosobo Tahun 2020 Nomor 19);

Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 50 Tahun 2019
tentang Penetapan Besaran Dana Transfer Ke Desa
Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten
Wonosobo Tahun 2019 Nomor 53), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 18
Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati
Wonosobo Nomor 50 Tahun 2019 Tentang Penetapan
Dana Transfer Ke Desa Tahun 2020 (Berita Daerah
Kabupaten Wonosobo Tahun 2020 Nomor 20);

Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 51 Tahun 2019
tentang Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa Di
Kabupaten Wonosobo (Berita Daerah Kabupaten
Wonosobo Tahun 2019 Nomor 54);

Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 52 Tahun 2019
tentang Penetapan Besaran Penghasilan Tetap dan
Tunjangan Jabatan Kepala Desa, Perangkat Desa, Serta
Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa Tahun 2020
(Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2019 Nomor
55);

Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 48 Tahun 2020
tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun
Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo
Tahun 2020 Nomor 51);

Peraturan Desa Banyukembar Nomor 5 Tahun 2016
tentang Sistem Organisasi dan Tata Kerja Desa
Banyukembar (Lembaran Desa Banyukembar Tahun
2016 Nomor 3);

Peraturan Desa Banyukembar Nomor 3 Tahun 2019



tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa
Banyukembar Tahun 2019-2024 (Lembaran Desa
Banyukembar Tahun 2019 Nomor 3);

41. Peraturan Desa Banyukembar Nomor 4 Tahun 2019
tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa
Banyukembar Tahun 2020 (Lembaran Desa
Banyukembar Tahun 2019 Nomor 4);

42. Peraturan Desa Banyukembar Nomor 5 Tahun 2019
tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul
dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa
Banyukembar Tahun 2019 Nomor 5);

43. Peraturan Desa Banyukembar Nomor 2 Tahun 2020
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
Banyukembar Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Desa
Banyukembar Tahun 2020 Nomor 2);

44. Peraturan Desa Banyukembar Nomor 6 Tahun 2020
tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa
Banyukembar Tahun 2020 (Lembaran Desa
Banyukembar Tahun 2020 Nomor 6);

45. Peraturan Desa Banyukembar Nomor 7 Tahun 2020
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa Banyukembar Tahun Anggaran 2020 (Lembaran
Desa Banyukembar Tahun 2020 Nomor 7).

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BANYUKEMBAR

dan
KEPALA DESA BANYUKEMBAR

MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG LAPORAN
PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
BANYUKEMBAR TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 dengan

perincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa Rp. 2,136,718,499
2. Belanja Desa
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa Rp. 542,264,949
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Rp. 1,318,022,000
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa Rp. 65,807,000
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Rp. 690,000



e. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Rp. 236,650,000
Darurat, dan Mendesak Desa

Jumlah Belanja Rp. 2,163,433,949

Surplus / Defisit Rp. (26,715,450)
3. Pembiayaan Desa

a. Penerimaan Pembiayaan Rp. 118,963,116

b. Pengeluaran Pembiayaan Rp. 20,000,000

Selisih Pembiayaan (a-b) Rp. 98,963,116
Sisa Lebih / (kurang) Perhitungan Anggaran Rp. 72,247,666

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran
Peraturan Desa ini yang terdiri dari:

a. Lampiran I : Laporan Keuangan;

b. Lampiran II : Laporan Realisasi  Kegiatan Periode 1 Januari - 31
Desember Tahun Anggaran 2020;

c. Lampiran lII  : Daftar program sektoral, program daerah dan program

lainnya yang masuk ke Desa.

Pasal 3
Lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4
Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang

dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam
Lembaran Desa Banyukembar.

Ditetapkan di Banyukembar
pada tanggal 4 Januari 2021
KEPALA DESA BANYUKEMBAR,

Ttd cap

MUSLIHATUN

Diundangkan di Banyukembar
pada tanggal 6 Januari 2021
SEKRETARIS DESA BANYUKEMBAR

Ttd cap

ANDI MUSIN
LEMBARAN DESA BANYUKEMBAR TAHUN 2021 NOMOR 1



